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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat
Rahmat idan Kauria-Nva Penjelasan/Keterangan Akademis Rancangan
Peraturan| Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 (Ranperda RPJMD 2025-2029)
telah selesai disusun.

Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam
penyusunan dan pembahasan Ranperda RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun
2025- 2029 Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik
in1 maka dapat segera disusun Ranperda RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun
2025-202?.
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kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran
yang memibangun demi kesempurnaannya.

Akhirulkalam, semoga penyusunan penjelasan/keterangan akademis ini
dapat hﬁrmanfaat tidak hanya sebagai suatu keharusan dalam suatu proses
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pembentukan peraturan daerah, melainkan juga sebagai sarana komunikasi
antara Pemermtah dan masyarakat dalam rangka mendorong partisipasi yang
bermakna.
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pemerintah daerah. Ruang lingkup dalam Undang-Undang tersebut
menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan vang
dilaksanafkan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah
dengan melibatkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan
pembang+nan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua
Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan
sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan
analitis. F:.’erencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan
yang 1ebiih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis,
teknokrat!ik, partisipatif, top down dan buttom-up. Perencanaan pembangunan
dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari
semua ’kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan
pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka
panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh keseluruhan stakeholders.
Penyemp"umaan mendasar lainnya meliputi penyempurnaan sistem
perencanrian pembangunan dan penganggaran nasional baik proses,
mekanisrlne, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di
tingkat piusat dan daerah. Melalui penyempurnaan (dua) fungsi vital dalam

penyelenggaraan pemerintahan tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan
potensi d!aerah demi terwujudnya kemakmuran masyvarakat.

Pet%encanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang meliputi
Rencana‘ Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemen’nt'ah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor
25 Tahu'P 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten
Lubuk Linggau Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Wali Kota
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dan Wakil Wali Kota yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh
pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Lubuk Linggau.
RPJMD |Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 merupakan tahap
pembangélnan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kota Lubuk
Linggau Tahun 2025-2045.

Berﬁasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1)
dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian
dalam Piasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan
Rancang:in Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau
keteranga;n berupa Naskah Akademik. Naskah Akademik ini memuat kajian
yang korinprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah
kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan
dengan nilateri muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai
alat banilzu bagi Pemerintah Kabupaten Lubuk Linggau untuk menyusun

dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
|

|
B. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini yaitu menyusun penjelasan/keterangan
akademillg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Lubuk Liinggau Tahun 2025-2029 sebagai acuan atau referensi penyusunan
dan penllbahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembang:unan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun
2025—202?9, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau

dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Perencanaan

Peren!fanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau
rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut
dapat diuraikan beberapa komponen penting , yakni tujuan (apa yang ingin
dicapai), Regiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu
(kapan hilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang
direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk
masa dep!nan]. Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai
respon (re%aksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam
arti seluals—luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis
kegiatan—icegiatan vang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu. %Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
baiknya d;engan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua
aspek , yétitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat
digunaka%l untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena
sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,
2014:90).

Mem!lrut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah
keputusai_n yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua
rencana ;nerupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan
pembang;unan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan,
ini terka%it dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi
publik uptuk membuat arah kebijakan pembangunan vang harus dilakukan
disebuahi wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan
keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.
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Berdasarkan defenisi-defenisi yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa
perencana!an adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman
yang men!jadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu

; | .
tujuan dengan sumberdaya yang tersedia.

B. Funglsi Perencanaan

Dalam kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan suatu
hal, daya! guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam
Nining Haslinda 2008:22) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang
tergolong | pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau
pertimbangan lainnya.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang
sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka
mencapaijl tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan
jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi
dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi
tersebut.| Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan
solidaritais nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban
dan tanggung jawab.

Kebe!rhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka
panjang 1:11aupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain
dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan,
dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala
upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan  pembangunan untuk  menghasilkan rencana-rencana
pembangiunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
Pusat dall Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1).




C. Pembangunan

Pemll:)angunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk
menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.
Mengenai, pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang
bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja
diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan
daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah
proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan
demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan
vang hex|1dak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka

menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai

tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk
melihat kéberhasﬂan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan
masyaral«,l:at, Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung

dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi

jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.

Sudjana  (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi,
demokra’r:isasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa
pembangi_unan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan
praserta | masyarakat. Program-Program pembangunan masyarakat akan
berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di
masyrakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses
modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upayva
meningk?ﬂcan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan
titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah

sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang
| ;

berencarwa dan dilakukan sacara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan

menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.
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Dari| uraian diatas dapat disimpulkan pembangunan adalah suatu
bentuk usaha yang dilakukan untuk memcapai suatu perubahan yang

mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

D. Perencanaan Pembangunan

PernFangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan
negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling
berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan
secara splontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan
perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak
berperan terutama dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan
sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-
tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien
(Listyianingsih, 2014:92).

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam
perencan%xan pembangunan,yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang
henrﬂak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang
dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Pilil?an diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna
merrcapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu
kurun w:aktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan
pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak
berkeput!usan.

Perﬁ—:ncanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara
kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraa pemerintah. Perencanaan
diperlukalm karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada
sumberdlaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai
kegiatan| pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil
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yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan
mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya
dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segl
tingkatan| pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa
perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu,
perencan:llan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang,

menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan

mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up planning, dan dapat
merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persipan terlebih dahulu
sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang
telah ditentukan (Listyaningsih, 2014:93).

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka
mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya

perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan

fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Me!ndukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2. Mefljamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah,
waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

4. Me!ngoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan;

& Me!m'amin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif
da1!‘1 adil.

Dari defenisi-defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan
pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar
untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan

kesejahteraan suatu pembangunan.




E. Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam
proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan
akan mf;njadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasaarkan
unsur—un:sur yang membenntuknya, sebagaimana diketahui perencanaan
pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan,
pembangl:man, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap
unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan
membentuk suatu pengertian yang utuh.

Pasai 1 ayat 21 dan 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Ii’ldonem’ai Nomor 86 Tahun 2017, Pembangunan Daerah adalah usaha yang
sistematil!i untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkafan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kera,
lapangan| berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya sai;ng Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya. Sedangkan Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu
proses ulntuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan,
yang meliibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant
Nugroho | D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam
perencan]laan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang
sering pula disebut tujuan, arah dan proritas pembangunan, pada unsur
ini perlu ditetapkan ujuan-tujuan rencana.

Z. Ada1:1ya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable-variabel
pemiloangunan dan implikasinya.

5 Perk%raan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.

|
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4.Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan
fisikal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah.

3. Adansfa program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti
perta:nian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan

pelakésanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas
memang Iharus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan
pembangﬁman kerena hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan
pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan
unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak
mudah kerena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat
kompleksf dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari
suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga
pelaksane:lan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan
sebelumn;lya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat
dibutuhké!m sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi menejemen
yang saﬁng terkait. Monitoring dalam prekteknya diidentikkan dengan
pengawasrm, pengendalian, atau pemantauaan terhadap aktivitas atau
kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai

penilaiaax!l terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan

berjalan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2617 berbunyi “Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk
mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan
pemerata.lan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

=Y
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Prinsip-prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai dengan

pasal 4 Permendagri No 86 Tahun 2017, meliputi:

a.

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;

dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing masing;

meng}integrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
Daerah; dan

dilakjsanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masiil'xg Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan

nasional.

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud diatas

. |
dirumuskan secara:

a.

transparan;

yaitu? membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan
perﬁdungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara
responsif;

yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan
yang terjadi di Daerah.

efisien;

yaity pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah
atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

efektif;

yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki,
melalui cara atau proses yang paling optimal.

akuntabel;

vaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan
Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
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f. partislipatif i

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap
kelompok masyvarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus
komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang
tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

terukur;

yaitu: penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara
untul& mencapainya.

berkqadilan;

merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan,
gendér dan usia.

berws%twasan lingkungan;

yaitu| untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat
sumt;er daya alam dan sumber daya manusia.

berkéhnjutan.

yaitui pembangunan yvang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini éian generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak

pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber
|

daya manusia.
|

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 Rencana Pembangunan

Daerah terdiri atas :

a.

RPJPD

merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
|

pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

=
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b. RPJMD
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
memillat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah
dan :keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan Dbersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

c. RKPD
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pend;anaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:
a. Rensitra Perangkat Daerah;
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangica pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerlah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
b. Renja Perangkat Daerah.
memiuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Pera|ngkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.

BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan BAPPEDA
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan
pemangku kepentingan. Sedangkan Perangkat Daerah menyusun Renstra

|
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah
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|
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan

pemangku kepentingan.
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BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

aturan Perundang-Undangan Terkait

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

| 2
Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, didasarkan pada

beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1)

4)

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

|
Pelinbangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);
Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kell.langan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
No!mor 4438) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI
Nolmor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 4,
Ta}nbahan Lembaran Negara Rl Nomor 6757);

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Le:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,
Tahzbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
seil)agaima_na telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pe|ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
mtlanjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
6§56ﬁ

Unl_dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Taim.ba_han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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5)

6)

8)

9)

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
|

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Le:i:nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Pel‘iaturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

T L 1

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
|
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Ca#‘a Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Peﬁnbangunan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nofnor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

No:mor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322):

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Ev‘ialuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

|
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
|

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Caé'ra Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
'Ta;t'a Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
J alngka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Ménengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17




10) Per%aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Inf?rmasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tali'xun 2019 Nomor 1114);

11 Per;raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
in?!onesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
|

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rel|1cana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Sufsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pe:i‘encanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota

Lubuk Linggau.

|
2. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain dalam Penyusunan

Dokumen RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
|
-Meriri.jl;l—lc: pada Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencan:flan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi
maupun | Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana
Pembangﬁnan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen
perencan%aan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuk Linggau Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahap I
dalam R%DJPD Kota Lubuk Linggau. RPJMD merupakan perencanaan yang
bersifat r;nakro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka menengah daerah. Dalam proses penyusunannya
dilakukar!l secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku
kepenting!,an nembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan

| :
antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
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sehingga |tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan

daerah.

Gambar 1.1.

‘eterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

>

1esng
yeuauag

yessrq
yepawag

Sumber: UU No 25 Tahun 2004 (diolah)

Dal penyusunannya, RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
mengacu | pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045, RPJPD Kota
Lubuk Linggau Tahun 2025-2045 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Sumatera Selatan, maupun
Kota Lubuk Linggau. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029
merup dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif
kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun dan akan
saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJMD Kota Lubuk
Linggau Tahun 2025-2029 dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat
Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang

disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar
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Perangkati Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan
selanjutnjra akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan
ditindaklainjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan
anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran
dari renciana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek

sampai ke penganggarannya.

- TS TR

Penyusunan dokumen RPJIJMD daerah juga memperhatikan dokumen
RPJMD idaerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta Kketerpaduan
pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama

yang berbatasan. Hasil telaah RPJMD daerah lainnya dimaksudkan sebagai

sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen
RPJMD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan
serta u?aya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan
permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
adanya &{genda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan
bersama;! serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah

sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.
|

Ur*dang—undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebu’lckan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas peinbantuan dengan prinsip otonomi seluas-Tuasnya dalaim sistem dan
prinsip hiTegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang—QJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena
itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerint:lahan dan kepentingan masvarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundar.:tg—undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk
mempercepat terwujudnyva kesejahteraan masvarakat melalui pembangunan
daerah. I:Jndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 260 menyatakan bahwa :
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(1) Dafrah sesuai dengan Kkewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
peTencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
dil"iarmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
pe1|~encanaan pembangunan daerah.

(3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:

a. |Remcadna Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan
Iarah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
Eangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi,
:dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai
IL‘lengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
:(h'ma} tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan
RPJMN;

dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

,,,,,,

G. ‘Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran
| ! " Lty e S i ot TR P i = fip i, S -~ i A - e g . v, B —f— - e . | pe -
priofitas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan

|untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

!berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis
inasional yvang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD
ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan

|
'Pemerintah.

UTldang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
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dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh uns*;ir penyelenggara pernerintahan di pusat dan daerah dengan
melibatkala masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam
prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian
perencaneilan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down)
dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang
pemerinta;han. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui n;nusyawarah. Selanjutntya, rencana pembangunan jangka panjang
Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah,
RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala
Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai P%:raturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana ‘ melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama
pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat
daerah. Sfelanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis
hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing
pimpinan; kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan
perencan%;tan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan
menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan
dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator
dan sasatf‘an kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
Indikator; dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output),
hasil (resvi,dt), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Daitlam rangka perencanaan pembangunan, setiap
kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk
melaksan!akan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau
terkait del:ngan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi
kinerja ;Ivroyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun
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daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk
menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk
masing—mbsing jangka waktu sebuah rencana.

Pr(!)ses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan
bagi penirggkatan pengembangan social ekonomi dan kemampuan masyarakat,
oleh kati'ena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana
program/ lkegiatan oleh organisasi public dengan rencana kegiatan masyarakat
dan pema[:ngku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk
menyiakan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan
daerah. S:elanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana
strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Selanjutnya kepala Bappeda
n‘uanyus,ul rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana

strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka

perencanaan vang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan

Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu

tahapan cila]am penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut
pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan
Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
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BAB IV

|
|
|
|
|
|
i LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
|
A, Landasan Filosofis

Aler%iia ke IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap
bangsa fndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajuke;n keseiahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka
dalam p;arspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan
diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah,
disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di
Indoneéia!, Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan
daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk
pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem
pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam
pembangt:lnan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara
pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Penilbangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan
pemerintz!ahan vang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembanglgman nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam
rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempaﬁan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayana.‘él publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan
pembang'ianan daerah kota Lubuk Linggau berjalan efektif, efisien, dan
bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang
merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat
menyusuél perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin
tercapainsfa tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan

|
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daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk
|

menghasi]ikan perencanaan pembangunan yang berkualitas

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (law as a tool of
social enéineering} dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat
flaw as a to maximize overall social utility). Dari dasar pemikiran tersebut,
maka Peré‘aturan Daerah sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal
mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perda sebagai
produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (sociologische
grondsIaglj sehagai dasar Peraturan Daerah tersebut mempunyai validitas
sosialogis: (social validity). Suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan
mempunyai validitas sosiologis apabila Peraturan Daerah tersebut disusun,
dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan
keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa,
norma hhkum yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut tidak boleh
bertentanigan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum
masyaraklat dimana Peraturan Daerah tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain,

Perda haI!'us disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang
dihadapi | oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun
tuntutan lyang dihadapi oleh masvarakat, serta kecenderungan dan harapan
masyara_k%at. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan

perundar{g-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan

mempuny:'ai daya laku secara efektif.

Self?agai daerah otonom, Kota Lubuk Linggau memiliki kewenangan
untuk ményelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap
dan berkésinambungan serta untuk rﬁenjamin agar kegiatan pembangunan
berjalan ;efektif, efisien, dan bersasaran. Namun sekarang ini Daerah Kota
Lubuk Lffnggau belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang

sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan hukum
|

|
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pembentu%kan dokumen hukum perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana diperintahkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 bahwa, Daerah Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan Peraturan
daerah yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.
Kek;osongan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah yang
mengaturi tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Lubuk
Linggau merupakan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan
perintah ?Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa,
Daerah li{ota Lubuk Linggau perlu menetapkan Peraturan daerah yang
mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kepastian
hukum p{fambentukan dokumen hukum dan memperkuat praktik perencanaan
pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah. Termasuk mengatasi berbagai permasalahan hukum
dalam planyusunan dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan
daerah K;:)ta Lubuk Linggau. Mengingat perubahan paradigma pemerintahan
dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan
daerah d|alam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyvarakatan. Oleh karena itu pembentukan Rancangan Peraturan
Daerah I:{ota Lubuk Linggau tentang sistem perencanaan pembangunan

|
daerah sangat perlu ditetapkan.

C. Landasan Yuridis
Belﬁerapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan
landasan yuridis dalam penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah Kota

Lubuk Linggau Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Lubuk Linggau sebagai berikut:
|

1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

|
P‘”éfl'f:baﬁgﬁﬁéﬁ Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
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3)

5)

0)

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
Nor1|10r 4438) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI
NOI‘.llOl" 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI tahun 2022 Nomor 4,
Tanfubahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);

Um:iang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lerlnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Unciiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
mehjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202;3 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
68%6];

Uncilang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Le:inbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neéara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norlrlor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



7)

9)

10)

11)

12)

13)

20()'8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
481[7);

Perzizturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Regub]jk Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pernglbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
J an!gka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Mezglengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Perlaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Inférmasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang
Perterapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Ind!onesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota

Lubuk Linggau.



BABV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk
Linggau adalah terwujudnya Pembangunan Kota Lubuk Linggau sesuai pada
Visi dan Misi yang akan rath.

5.1. Visi dan Misi

Visi dan misi pembangunan di Kota Lubuk Linggau untuk periode 2025-
2029 mendatang. Hal ini sejalan dengan amanat di dalam pasal 263 ayat 3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah vang
menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah
dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat
daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka
waktu 5 |(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan
RPJMN. Undang-Undang tentang pemerintah daerah ini memberi pertegasan
bahwa daerah saat ini memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya,
tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik
dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-
2029 merupakan penjabaran dari visi wali kota dan wakil wali kota terpilih
serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Lubuk Linggau.
Pernyataan visi Kota Lubuk Linggau periode 2025-2029 menjadi arah bagi
pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan
pembangunan jangka menengah Kota Lubuk Linggau sampai dengan Tahun
2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka
menengah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 adalah:

“Térwqiudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera”

[~
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Tabel 5. 1.

Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Kota Lubuk Linggau

Tahun 2025-2029

Pokok-
Pokok Visi

Penjelasan

Keterkaitan Visi Misi

Maju

kondisi Kota

yang
baik

Merupakan
Lubuklinggau terus

bergerak  lebih dalam

berbagai aspek
yang

kualitas

kehidupan
Masyarakat meliputi
peningkatan sumber
daya manusia yang lebih sehat,

unggul dan Dberdaya saing,
Pembangunan ekonomi Tangguh
yang berkelanjutan, kemudahan
akses pelayanan dasar,
Pembangunan infrastruktur dan
lingkungan yang merata dan
kualitas

yang

dan

serta
publik
akuntabel

berkualitas
pelayanan
professional,

inovatif.

Pokok visi pembangunén
“maju” memiliki
keterkaitan dengan misi
ke-2 yaitu Mewujudkan
Pembangunan
Infrastruktur Merata,
Berkelanjutan dan

Berwawasan Lingkungan.

Selain itu,

pokok visi “maju” juga
memiliki keterkaitan
dengan misi ke-4 yaitu
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik.

Sejaihtera

Merupakan kondisi Masyarakat
yvang dapat memenuhi standar
kehidupan yang layak dari segi
kebutuhan dasar, difokuskan
ekonomi
lokal yang

dan merata,

pada pertumbuhan

berbasis potensi
berkelanjutan
peningkatan pendapatan

perkapita, memberikan

Pokok visi pembangunan
“sejahtera” memiliki
keterkaitan dengan misi
ke-1 yaitu Mewujudkan
Sumber Daya Manusia
Yang Berkualitas,
Sejahtera dan Religius

Selain itu,

L
=]



kesempatan kerja dan | pokok visi “sejahtera”
kesempatan berusaha yang luas | juga memiliki keterkaitan
serta memperkuat kerukunan | dengan misike-3 :
antar umat beragama dan | Membangun

melestarikan kearifan lokal. Perekonomian Yang

Berbasis Potensi Lokal

5.2.

Sumber: Bappedalitbang Kota Lubuk Linggau {analisis)
Dalam rangka mencapai Visi di atas, maka dicanangkan 4 Misi, antara

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan
Religius

2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan

3. Membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kota Lubuk Linggau tahun

2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi

tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai

dengan indikator kinerjanva. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan

daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029, yang diuraikan sebagai berikut.
1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas,

Sejahtera dan Religius dengan tujuan:
a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
3) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
4) Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
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5) Penguatan Karakter dan Akhlak untuk Mewujudkan SDM
Religius
b. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dengan sasaran:
1) Menurunnya Angka Pengangguran
2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

3) Menurunnya Tingkat Kemiskinan

2. Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata,

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan tujuan:
Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan
Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran:

1) Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

2) Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

3. Misi 3 : Membangun Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal

dengan tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi,

dengan sasaran:
1) Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan
2) Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan

3) Meningkatnya nilai tambah pariwisata

4. Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan

tujuan: Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran:
1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2) Meningkatnva Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

3) Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen

Sumber Daya Aparatur Yang Baik

32



|
5.3. Rua!ng Lingkup Materi Muatan
Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kota Lubuk Linggau

Tahun 20;55—2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a)

Ketentua.r_i umum; b) Materi yang akan diatur; c) Ketentuan sanksi; dan d)

Ketentuan Peralihan.

a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah
ini z:mtara lain:
1} Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2) !Pemerim'ah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

] kepala Daerah adalah Wali Kota Lubuk Linggau.

4} %.Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
{adalah Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kota Lubuk Linggau.

5} Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
Kementerian Negara dan Penvelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melavani, memberdavakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

6) 1Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses

penyvusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan

!dan pengalokasian sumber daya vang ada, dalam rangka

‘meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
kvila}-'ah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

8) J‘Rencana Permnbangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 20 (dua puluh) tahun.



Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

10) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan

pembangunan Nasional untuk pericde 5 (lima) tahun.

11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera adalah
dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera untuk periode 5 (lima)

tahun.

12) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 5 {lima} tahun.

13) Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat

dengan KLHS adalah rangkaian analisis vang sistematis,
menveluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan. rencana,

dan/atau program.

14) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15)|Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16)|Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yvang memuat kebijakan,




program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

17) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

18) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19) Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

vang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur

kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

20) Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

21) Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

23

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

oot

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu ataun
lebih kegiatan vang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

St

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
dava tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.

24} Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
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kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan.

25) Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil {outcome}, dampak
{impact}.

26) Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau
jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar
hasil {outcome) dapat terwujud.

27} Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu vang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program.

28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Lubuk Linggau.

. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau
Tahun 2025-2029 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Metﬁjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,
huﬁungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika
penulisan penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau.

BAfﬁ II GAMBARAN UMUM DAERAH

Sub bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi
Kota Lubuk Linggau secara komprehensif sebagai basis atau pijakan

dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya
adalah: (1) geografi dan demografi, (2) keseiahteraan masvarakat, (3)

pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.
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Subl bab Gambaran Keuangan Daerah menjelaskan realisasi APBD
Tahun Anggaran 2020-2024 dan proteksi keuangan daerah Tahun
Anggaran 2025-2029.

Sub bab Permasalahan dan Isu Strategis memuat berbagai
permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Lubuk
Linggau untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai
dengan tujuan dan sasarannya. Serta menjelaskan strategi dan arah
kebijakan pembangunan Kota Lubuk Linggau untuk kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program-
program prioritas daerah Kota Lubuk Linggau dalam jangka menengah.
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub bab ini menjelaskan mengenai program perangkat daerah beserta
indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung
jawab berdasarkan bidang urusan. Sub bab Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah memuat penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian

dari upava pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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c. Ketentuan Peralihan
Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada
masa peralihan periode RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun
2026 dan perubahannya serta RKPD Tahun 2025 masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,
namun tetap mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
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BAB VI

PENUTUP

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan
menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2026. Diharapkan naskah akademik ini
dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus memberikan
arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun
2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Lubuk
Linggau. RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong
dalam membangun Kota Lubuk Linggau guna untuk mewujudkan Kota Lubuk
Linggau yang Maju dan Sejahtera pelaksanaan RPJMD Kota Lubuk Linggau tentunya
akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Kota Lubuk Linggau dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi
Sumatera |Selatan dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kota
Lubuk Linggau, serta kerjasama seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau.
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